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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2014 
TENTANG  

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN  

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
474/SM/XI/2013 tanggal 28 November 2013 
tentang Persetujuan Draf Retensi Arsip telah 
disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor 
Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip 
Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
1993, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866);  

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5355); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta 
Pendirian dan Perubahan Anggaran Koperasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3540); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang 
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3591); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3549);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 
tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 
tentang Modal Penyertaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3744); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
55 Tahun 2013;  

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 2013; 

12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah 
tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 

13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik 
Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010; 

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor PER.15/MEN/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah;  
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